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KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Deskripsi Teori
Kajian teori yang dilakukan memuat deskripsi teori sesuai dengan teori-teori tentang dimensi penelitian yang dilakukan. Teori-teori terkait dengan penelitian ini adalah teori-teori mengenai kepuasan wisatawan, manajemen pelayanan pariwisata, kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)  dan hasil penelitian relevan. 

2.1.1. Teori Tentang Kepuasan Wisatawan 
Teori tentang kepuasan wisatawan dikaji melalui pengertian kepuasan, pengertian wisatawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan, dan dimensi kepuasan wisatawan. 

1. Pengertian Kepuasan 
Berbicara mengenai kepuasan sangat erat hubungannya dengan pelanggan atau konsumen. Untuk memahami pengertian kepuasan berikut dipaparkan pendapat ahli mengenai kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen terlebih dahulu. Kotler dalam Rangkuti (2003:23) menjelaskan kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkannya. Menurut Zulian Yamit (2005:78): 
Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Dalam konsep kepuasan konsumen, adapun elemen yang mempengaruhi yaitu: 
a. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk. 
b. Harapan adalah pikiran konsumen tentang apa yang akan diterimanya apabila ia mengkonsumsi produk. 
c. Derajat kepentingan adalah perasaan wisatawan terhadap derajat kepentingan setiap karakteristik kualitas pelayanan. 

Kepuasan juga berhubungan erat dengan kualitas suatu produk atau jasa. Kualitas jasa atau kualitas pelayanan yang mendefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. (Tjiptono, 2005 : 110). 
Kotler dalam Majid (2009: 46), menyatakan terdapat lima kriteria penentu kepuasan pelayanan, yaitu: 
a. Tangible (nyata), yaitu berupa fasilitas dan perlengkapan karyawan. 
b. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian kepada pelanggan dan memahami apa yang diinginkan pelanggan. 
c. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 
d. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan perusahaan untuk menangani pelanggan dengan baik. 
e. Assurance (jaminan), yaitu sikap sopan terhadap pelanggan dalam memberikan pelayanan serta dapat dipercaya agar pelanggan bebas dari resiko. 

Kepuasan wisatawan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya (Kotler dan Makens, 1999). Dalam bukunya yang lain, Kotler (2002) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan tentang daya tarik wisata dibandingkan dengan harapan wisatawan sebelum berkunjung di daya tarik wisata tersebut. 
Dalam bisnis pariwisata pelayanan terlihat sebagai salah satu varibel penentu kepuasan (Ihshani, 2005; Hamzah & Hariyanto, 2015; dan Priyanto, 2016). Kepuasan pengunjung yaitu tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan dengan harapannya, maka dalam menilai tingkat kepuasan dilakukan pengukuran antara kesesuaian harapan wisatawan dilayani dibandingkan dengan pelayanan nyata yang diberikan pengelola destinasi wisata. 



2. Pengertian Wisatawan 
Wisatawan adalah seseorang yang melakukan suatu perjalanan wisata meninggalkan tempat asalnya dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam. (Suwantoro, 1997:4). Sementara Damardjati (2001:42) mendefinisikan wisatawan adalah Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam didaerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (excursionist). 
Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Menurut Nyoman (2003:14), wisatwan adalah “orang yang melakukan kegiatan wisata atau orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya”. Menurut Yoeti jenis dan macam wisatawan, yaitu : 
a. Foreign Tourist (Wisatwan asing) adalah Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal.
b. Domestic foreign tourist adalah Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal.
c. Destic Tourist adalah wisatawan lokal
d. Indigeneous Tourist adalah wisatawan asli
e. Transit Tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.
f. Bussines Tourist adalah wisatawan yang bepergian untuk berbisnis

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa asal wisatawan yang melakukan wisata di indonesia terdapat dua kelompok, yaitu wisatawan domestik (warga negara indonesia) dan wisatawan asing (warga negara asing).
Menurut Smith (dalam Pitana dan Gayatri, 2005, hlm. 53) wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Wisatawan dibedakan menjadi tujuh jenis, yaitu : 
a. Explorer, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan bersedia menerima fasilitas seadanya serta menghargai norma dan nilai-nilai lokal. 
b. Elite, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dahulu dan berpergian dalam jumlah kecil. 
c. Off-beat, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat-tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal. 
d. Unusual, yaitu wisatawan yang perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktivitas tambahan, untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru atau melakukan aktivitas yang sedikit beresiko. Meskipun dalam aktivitas tambahan tersebut wisatawan bersedia menerima fasilitas apa adanya, tetapi program pokoknya tetap harus mendapatkan fasilitas sesuai standar 
e. Incipent Mass, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau kelompok kecil dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian. 
f. Mass, yaitu wisatawan yang berpergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti di daerahnya atau berpergian ke daerah tujuan wisata dengan environmental bubble yang sama. Interaksi dengan masyarakat lokal sedikit, kecuali dengan mereka yang langsung berhubungan dengan usaha pariwisata. 
g. Charter, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya dan biasanya hanya untuk bersantai atau bersenang-senang. Mereka berpergian dalam kelompok besar dan meminta fasilitas dengan standar internasional. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah manusia yang melakukan kegiatan keluar dari rutinitas sehari-hari atau kepenatan pekerjaan atau rumah tangga dengan tujuan bersenang-senang atau mengembalikan kesegaran fikiran sehingga ketika kembali pada kegiatan rutinitas, manusia yang melakukan wisata dapat berfikir jernih kembali, merasa bahagia, dan tidak merasa bosan agar terhindar dari rasa stres yang dirasakan. Manusia yang tidak melakukan pekerjaan, tanpa beban, berkeliling atau jalan-jalan di tempat yang tidak setiap hari mereka kunjungi agar merasa senang dan rileks.

3. Pengertian Kepuasan Wisatawan 
Kepuasan wisatawan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya (Kotler dan Makens, 1999). Dalam bukunya yang lain, Kotler (2002) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan tentang daya tarik wisata dibandingkan dengan harapan wisatawan sebelum berkunjung di daya tarik wisata tersebut.  Dalam bisnis pariwisata pelayanan terlihat sebagai salah satu varibel penentu kepuasan. (Hamzah & Hariyanto, 2015; dan Priyanto, 2016). 
Strategi bersaing pada bisnis pariwisata dewasa ini mutlak menuntut perhatian penuh para pengelola jasa pariwisata dalam mengelola kepuasan maupun ketidakpuasan. Pada dasarnya skema bisnis suatu perusahaan jasa wisata adalah menciptakan kepuasan wisatawan, dengan harapan wisatawan yang terpuaskan tersebut akan loyal, sehingga mampu memberi kontribusi keuntungan perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Banyak studi membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan akan semakin meningkat loyalitas wisatawan berkunjung ke destinasi (Hermawan, 2017b; Priyanto, 2016; Ihshani, 2005). Sehingga secara tidak langsung berkorelasi dengan tingkat keuntungan perusahaan, ketika pengunjung puas, maka mereka akan melakukan pembelian ulang pada produk yang ditawarkan perusahaan. Namun disisi lain, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pengunjung rendah, maka terdapat kemungkinan bahwa pengunjung tersebut akan berpindah ke layanan pesaing. 



4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Wisatawan 
Kualitas produk wisata ini tergantung dari manusia. Maksudnya bahwa     manusialah yang menciptakan atraksi yang menarik, fasilitas yang lengkap,  infrastruktur yang menunjang, transportasi yang lancar, serta manusia yang ramah dan murah senyuman. Hal ini mendorong pada kepuasan wisatawan yang berkunjung (Poerwanto, 2004) 
Penelitian ini memperkuat atau sesuai dengan penelitian Syahadat (2010), serta Sulistiyani (2010) yang menemukan bahwa kualitas produk wisata   berkaitan dengan kepuasan wisatawan yang berkunjung di suatu obyek wisata. Semakin baik kualitas produk wisata yang ada maka semakin puas wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata. Sementara semakin rendah kualitas produk wisata di suatu obyek wisata akan mengurangi tingkat harapan atau kepuasan dari wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata. 
Menurut Supranto (2006: 107) ada enam faktor kepuasan tamu/wisatawan, yaitu:
a. Keberadaan pelayanan (Availability of service), meliputi keberadaan karyawan saat bekerja. 
b. Ketanggapan pelayanan (Responsiveness of service), daya tanggap karyawan terhadap apapun yang dibutuhkan wisatawan. 
c. Ketepatan pelayanan (Timeliness of service), kemampuan karyawan untuk memberikan ketepatan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. 
d. Profesionalisme pelayanan (Profesionalism of service) merupakan keterampilan dari karyawan itu sendiri dalam hal melayani wisatawan. 
e. Kepuasan keseluruhan dengan pelayanan (Overall satisfaction with service), merupakan kepuasan menyeluruh atas apa yang dirasakan oleh wisatawan terhadap layanan yang diterima. 
f. Kepuasan keseluruhan dengan barang (Overall satisfaction with product), meliputi kepuasan menyeluruh terhadap fasilitas atau barang yang digunakan. 

Menurut Gaspers dalam Nasution (2005: 70) mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain: 
a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk, 
b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 
c. Pengalaman dari teman-teman. 

Dari berbagai pendapat, dalam penelitian ini penulis menggunakan enam faktor kepuasan tamu menurut Fandy Tjiptono (2011: 453) yaitu kepuasan pelanggan keseluruhan, dimensi kepuasan pelanggan, konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasi, dan ketidakpuasan pelanggan. 
Alasannya karena enam faktor tersebut lebih mencakup dan sejalur pada penelitian ini. Awalnya penulis akan memilih faktor menurut Suprapto akan tetapi pada faktor terakhir menurut Suprapto ada faktor yang berhubungan dengan fasilitas, sedangkan penulis menjurus pada pelayanan saja.
 
2.1.2. Teori Tentang Manajemen Pelayanan Pariwisata  
Teori tentang manajemen pelayanan pariwisata dikaji mulai dari pengertian manajemen, pengertian pelayanan, pengertian pariwisata, dan manajemen pelayanan pariwisata. 

1. Pengertian Manajemen
Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kreativitas serta kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit.
Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Daft (2008:4) sebagai berikut: “Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi.
Menurut Plunket dkk. (2005: 5) mendefinisikan manajemen sebagai “One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorgnisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang).
Menurut Lewis dkk (2004: 5) mendefinisikan manajemen sebagai: “the process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization.” Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko (2000: 8) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.
Beberapa pengertian di atas, memberikan kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu individu atau lebih untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorgnisasian, pengarahan dan pengawasan.

2. Pengetian Pelayanan 
Menurut Poerwadarminta (2008: 231) menyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Istilah pelayanan dikenal dengan service, pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. 
Definisi lain dari pelayanan diberikan oleh crosby, et al (2007: 448) dalam Ratminto dan Winarsih (2005: 2) secara simpel bahwa: “pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (2000:27) dalam Ratminto dan Winarsih (2005: 2) yaitu: Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 
Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider (Barata, 2003: 11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan. 
Adapun berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat 2 (dua) golongan pelanggan, yaitu: 
a. Pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa, sejak dari perencanaan, pencitaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan pengadministrasiannya.
b. Pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa. 

Pada prinsipnya pelayanan berusaha memenuhi harapan pelanggan, dan mendapatkan kepercayaannya sebagai jaminan atas kelangsungan hidup organisasi atau lembaga.
Secara umum, pelayanan dapat berbentuk barang yang nyata (tangible), barang tidak nyata (intangible), dan juga dapat berupa jasa. Layanan barang tidak nyata dan jasa adalah jenis layanan yang identik. Jenis-jenis pelayanan ini memiliki perbedaan mendasar, misalnya bahwa pelayanan barang sangat mudah diamati dan dinilai kualitasnya, sedangkan pelayanan jasa relatif lebih sulit untuk dinilai. Walaupun demikian dalam prakteknya keduanya sulit untuk dipisahkan. Suatu pelayanan jasa biasanya diikuti dengan pelayanan barang, misalnya jasa pemasangan telepon berikut pesawat teleponnya, demikian pula sebaliknya pelayanan barang selalui diikuti dengan pelayanan jasanya. 
Namun demikian, secara garis besar, pelayanan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis saja, yaitu barang dan jasa. Berikut ini adalah karakteristik pelayanan dari Gronroos (2000) yang menjelaskan perbedaan antara pelayanan barang dan jasa. Inti isi executive order tersebut di atas adalah adanya upaya identifikasi pelanggan yang (harus) dilayani oleh instansi, mensurvei pelanggan untuk menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang diinginkan dan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sedang berjalan, termasuk standar pelayanan pos serta mengukur hasil dengan yang terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber-sumber pelayanan kepada pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan sarana untuk menampung dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan. 
Di Inggris juga diperkenalkan Service First the New Charter Programme, yang berisi 9 prinsip penyediaan pelayanan yang merupakan wujud dari visi pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri termasuk juga di sekolah. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
a. Menentukan standar pelayanan;
b. Bersikap terbuka dan menyediakan informasi selengkap-lengkapnya;
c. Berkonsultasi dan terlibat;
d. Mendorong akses dan pilihan;
e. Memperlakukan semua secara adil;
f. Mengembalikan ke jalan yang benar ketika terjadi kesalahan;
g. Memanfaatkan sumber daya secara efektif;
h. Inovatif dan memperbaiki; dan
i. Bekerjasama dengan penyedia layanan lainnya.
Standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Menurut LAN (2003: 29), kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain:
a. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan. 
b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu. 
c. Tanggungjawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabla terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan. 
d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 
e. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan. 
f. Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi para pelanggan melalui kontak langsung. 
g. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan gambling, meliputi informasi mengenai  tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain. 
h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang dimengerti. 
i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia. 
j. Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan. 
k. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri. 
l. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal dan fasilitas  penunjang lainnya.
m. Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan jasa pelayanan. 
n. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

3. Pengertian Pariwisata 
Menurut etimologi kata “pariwisata” identik dengan kata “travel” dalam bahasa inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Menurut definisi yang luas, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara dan dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan denganlingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Spillane, 1987: 21). Menurut UU RI No. 9 tahun 1990 pasal 7 tentang kepariwisataan “Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain dibidang tersebut”. 
Menurut etimologi kata, Pariwisata berasal dari dua suku kata bahasa Sansekerta, “pari‟ yang berarti banyak atau berkali-kali dan “wisata‟ yang berarti perjalanan atau bepergian. Jadi, pari-wisata diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali 
Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 
Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya. 
Menurut Heriawan (2004) mengomentari uraian tersebut memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lainkegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (leisure) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif. 
Sedang menurut Gamal (2004), Pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. 
Menurut WTO (1999:5), Tourism-activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leasure, business and other purposes ; pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya, perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang- senang , bisnis dan yang lainnya. Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara
Upaya meningkatkan kunjungan pariwisata tentunya harus didukung oleh daya tarik wisata yang memadai. Secara garis besar daya tarik wisata dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni, daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan manusia (Marpaung, 2000: 76). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dikemukakan pengertian daya tarik wisata bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Selanjutnya, dengan memberikan daya tarik wisata tentunya para wisatawan akan tertarik untuk berkunjung di wilayah tersebut. Adapun Adapun faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan, yaitu: 1) harga, 2) pendapatan, 3) sosial budaya, 4) intensitas keluarga. Kunjungan wisatawan tentunya mempengaruhi faktor tersebut, karena dari keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
 Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan sarana dan prasaran serta berbagai jasa lainnya, Pariwisata memiliki beberapa unsur yang keberadaannya akan menentukan keberhasilannya dalam menarik para wisatawan menurut Yoeti, Oka (1999, hlm. 57). Unsur tersebut antara lain adalah atraksi, transportasi, restorasi, akomodasi, konservasi, dan lembaga yang mengatur dan memelihara semua unsur penunjang. Seluruh unsur tersebut dapat dijadikan objek wisata. 
Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000: 46) menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut: Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 
Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Bermacam-macam pendapat para ahli mengenai definisi pariwisata, seperti yang diungkapkan oleh Spilande (1985), Pendit (1994), Yoeti (1996) yang mengungkapkan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam menemukan kebahagiaan baik dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.
Menurut Suwantoro (2004: 3) mendefinisikan istilah pariwisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alesan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. Potensi wisata adalah semua obyek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan (Janianto Damanik dan Helmut F.Weber, 2006: 11). 
Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alas an dan bukan merupaka kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang behubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal, 2004: 3) 
Pariwisataan didefinikasikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha 
Istilah “pariwisata” konon untuk pertama kali di gunakakan oleh Presiden Soekarno dalam suatu percakapan sebagai pandanan dari istilah asing tourism “Arti pariwisata ialah bahwa kalau semua kegiatan itu dianggap gagal”. Tanda adanya wisatwan semua kegiatan pembangunan Hotel, persediaan angkutan dan sebagainya itu tidak memiliki makna kepariwisataan. (Soekadijo, 2000: 1). 
Setiap usaha Pariwisata yang ada, membutuhkan berbagai sarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu salah satunya adalah sarana akomodasi. Karena tanpa adanya sarana akomodasi yang memadai, usaha parwisata tidak dapat berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya tanpa kegiatan pariwisata usaha akomodasi tidak akan berjalan secara optimal. Diantara bermacam-macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap ialah yang bisanya disebut Hotel. 
Keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan. Menuru Soekadji (1996: 86), terdapat tiga potensi Kepariwisataan, yaitu : 
a. Modal dan potensi alam, 
b. Modal dan potensi Kebudayaan, 
c. Modal dan potensi manusia 

Melihat beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan orang atau kelompok dengan melakukan perjalanan yang berpindah dari tempat tinggal ke tempat lain dan tinggal dalam kurun waktu yang tidak lama dengan tujuan bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya. Kata kunci dari pengertian ini adalah berpindah, melakukan perjalanan, bersenang-senang dan menetap dalam kurun waktu yang tidak lama. 

4. Manajemen Pelayanan Pariwisata 
Pada umumnya yang dimaksud dengan produk adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi. Jadi produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang terkait, yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan perusahaan, jasa masyarakat dan jasa alam. 
a. Jasa yang disediakan perusahaan antara lain jasa angkutan, penginapan, pelayanan makan minum, jasa tour, dan sebagainya. 
b. Jasa yang disediakan masyarakat dan pemerintah antara lain berbagai prasarana utilitas umum, kemudahan, keramahtamahan, adat-istiadat, seni budaya. 
c. Jasa yang disediakan alam antara lain pemandangan alam, pegunungan, pantai, gua alam, taman laut, dan sebagainya (Suwantoro, 1997: 48) 
Pada dasarnya ada tiga golongan pokok produk wisata yaitu: 
a. Objek wisata yang terdapat pada daerah-daerah tujuan wisata. 
b. Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi, catering, hiburan, dan rekreasi. 
c. Transportasi (Yoeti, 1996: 13) 

Jadi pada hakikatnya defenisi produk wisata adalah keseluruhan bentuk pelayanan yang dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat kediamannya, selama di daerah tempat wisata, hingga ia kembali ke tempat semula (Yoeti, 2006: 55). Ciri-ciri produk wisata adalah sebagai berikut: 
a. Tidak dapat dipindahkan, karena dalam penjualannya tidak mungkin pelayanan itu sendiri dibawa kepada konsumen, sebaliknya konsumen (wisatawan) yang harus datang ke tempat produk dihasilkan. 
b. Pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan. 
c. Hasil atau produk tidak dapat ditimbun. 
d. Hasil atau produk tidak mempunyai standar atau ukuran objektif. 
e. Permintaan terhadap hasil atau produk wisata tidak tetap. 
f. Hasil atau produk wisata banyak tergantung dari tenaga manusia (Yoeti, 1996: 18). 

Industri Pariwisata Pembangunan dibidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara, jika bidang atau sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor-sektor lain dalam meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan pantas kalau diangkat menjadi sebuah indutri, sehingga disebut industri pariwisata (Sujali, 1989:7). 
Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. (UU No.1O Tahun 2009 tentang Kepariwisataan) 
Aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata menurut Kusmayadi dan Endar Sugiarto, (2000: 6-8) antara lain: 
a. Restoran, di bidang restoran dapat diarahkan pada kualitas makanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. 
b. Penginapan, yang terdiri atas hotel, resor, wisma-wisma. 
c. Pelayananan perjalanan, meliputi biro perjalanan, paket perjalanan, perusahaan incentive traveldan reception service. 
d. Transportasi, dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisatawan seperti mobil, bus, pesawat, kereta api, kapal dan sepeda. 
e. Pengembangan daerah tujuan wisata, dapat berupa kelayakan kawasan wisata. 
f. Fasilitas rekreasi, dapat berupa pemanfaatan taman-taman. 
g. Atraksi wisata, dapat berupa kegiatan seni budaya. 

Menurut Hanum (2014:122) Strategi adalah cara pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah perusahaan atau organisasi, strategi memberikan kekuatan bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi lingkungan jangka panjang. 
Menurut Suryono dalam Primadany (2013) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 

Menurut Departemen Kehutanan dalam Salim (2010:27) strategi pengembangan destinasi alam yaitu meliputi:
a. Aspek perencanaan pembangunan destinasi alam dengan mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan tata ruang wilayah, identifikasi potensi, standarisasi, pendanaan, dan sistem informasi pada destinasi alam tersebut. 
b. Aspek kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, sebagai mekanisme yang bisa mengatur berbagai kepentingan dan peraturan pemerintah yang sesuai dan memiliki efisiensi tinggi.
c. Aspek saran dan prasarana yang memiliki dua kepentingan yaitu yang pertama, alat memnuhi kebutuhan pariwisata alam, yang kedua, pengendalian dalam memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal. 
d. Aspek pengelolaan, dengan mengembangkan pola pengelolaan destinasi Alam yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam dan mampu memanfaatkan potensi secara lestari.
e. Aspek pengusahaan yang memberi kesempatan dan mengatur pemanfaatan destinasi alam untuk tujuan pariwisata yang bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 
f. Aspek pemasaran yaitu dengan mempergunakan teknologi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
g. Aspek peran serta masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
h. Aspek penelitian dan pengembangan meliputi aspek fisik lingkungan, sosial dan ekonomi dari destinasi alam tersebut. Dengan adaya aspek ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi prngrmbangan dan pembnagunan kawasan, kebijkasanaan dan arahan mengenai pemanfaatan destinasi alam. 
Menurut Fandy Tjiptono (2008; 1) mengungkapkan bahwa dijumpai setidaknya empat lingkup definisi konsep pelayanan, yaitu: 
a. Pelayanan menggambarkan berbagai sub sektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, personal services, kesehatan, pendidikan dan layanan publik. Dengan kata lain, lingkupnya adalah industri. 
b. Pelayanan dipandang sebagai produk intangible yang hasilnya lebih berupa aktivitas ketimbang obyek fisik, meskipun dalam kenyataannya bisa saja produk fisik dilibatkan. Jadi, dalam hal ini lingkupnya adalah tawaran produk. 
c. Pelayanan merefleksikan proses, yang mencakup penyampaian produk utama, interaksi personal, kinerja dalam arti luas, serta pengalaman layanan. 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pencapaian yang dilakukan oleh pihak pengelola/organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

2.1.3. Teori Tentang Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru
Teori tentang kompensasi dikaji lebih rinci tentang pengertian kebijakan, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan makna kejikanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 

1. Pengertian Kebijakan 
Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir (200: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat,      (2) terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan
Kemudian Monahan dan Hengst (1993: 123) yang dikutip oleh Syafaruddin bahawa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city).2 Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. 
Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna (2008: 15) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetatp dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.3 Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai peryataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich (1992: 144) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen. 
Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntung1an dan kegagalan. 
Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. 
Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpukan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajeman dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 
Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
Menurut Solichin Abdul Wahab istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
Menurut Budi Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita 13 mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. 
Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 
Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “policy” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. 
Istilah kebijakan (Policy) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanan (wisdom). Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi. 
Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. 
Dalam buku Analisis kebijakan Pendidikan, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.  
Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli: 
a. Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
b. Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu:                1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai sutau strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi,                6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem. 
c. Pendapat Koontz dan O‟Donell dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.
Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat. 
Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyarakan dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem.

2. Pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) merupakan langkah percepatan penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Artinya masyarakat diminta beraktivitas kembali dalam situasi Covid-19, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rencana penerapan New Normal diterapkan dengan mempertimbangan kesiapan daerah berdasarkan hasil riset epidemologis didaerah tersebut.  Penerapan pola hidup baru tersebut hanya diterapkan oleh sejumlah daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan zona kuning. 
 Berbagai stigma masyarakat muncul, tentang keefektifan aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bagaimana tidak, tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia masih harus diperbaiki, sehingga berdampak kepada stigma masyarakat tentang keefektifan aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal ini sangat penting, mengingat setelah tiga bulan sebelumnya, penerapan-penerapan aturan penanganan Covid-19 pun masih belum begitu efektif, tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi dibeberapa daerah. 
Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup “berdampingan” dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Setelah lama dirumah dalam era adaptasi kebiasaan baru ini pasti beberapa dari kita ingin tampil beda.
Upaya  penanggulangan  Covid-19 secara  empiris  tidak  hanya  memberi dampak  positif,  tetapi  juga  memberi dampak  negatif  baik  bagi  pemerintah maupun  bagi  masyarakat,  salah  satu dampak  negatif tersebut  yaitu  penurunan tingkat  ekonomi  masyarakat  yang  mana menurut Menteri Keuangan diproyeksikan akan  ada  penambahan  sebesar  1,1  (satu koma  satu)  juta  jiwa  penduduk  miskin baru,  sedangkan  menurut  laporan Kementerian  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  dalam  kurun  waktu 1,5  (satu  setengah)  bulan  selama penanggulangan  Covid-19  telah  terjadi penambahan  pengangguran  sebanyak  2 (dua)  juta  jiwa.  Lebih lanjut  pemerintah memproyeksikan wabah Covid-19 dapat berdampak lebih  besar lagi  apabila tidak dilakukan  upaya  pemulihan  sektor perekonomian  (Anggraeni,  2020;  Fajar, 2020). 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam  menanggulangi  dampak Covid-19 mulai dari pemberian bantuan sosial  bagi  masyarakat  miskin  sampai dengan  bantuan  intensif  kepada  sektor-sektor  tertentu seperti  bantuan  bagi  para petani dan nelayan agar di satu sisi dapat membatu  para  petani  dan  nelayan  agar dapat  melanjutkan  keberlangsungan hidup,  juga  untuk  menggerakan  sektor perekonomian  di  bidang  pertanian  dan perikanan (Sekretariat Kabinet, 2020). 
Bantuan sosial tersebut pada dasarnya merupakan  bantuan  sektoral  yang  tidak akan  berlangsung  selamanya  yang  mana Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  bantuan sosial  diharapkan  mampu  pulih  kembali ketika bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berakhir atau dihentikan. Upaya  yang  secara  sistemis  dan menyeluruh  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  guna  dapat  memulihkan kembali  sektor perekonomian,  salah satu kebijakan  yang  diputuskan  pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah  yang  dianggap  mampu menanggulangi  Covid-19  untuk melaksanakan  kebijakan  tatanan  normal baru  atau  dikenal  dengan  istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).   
Kebijakan tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi Covid-19 belum diketemukan (Gunia, 2020).  Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum  adanya Covid-19  dengan  tetap  melakukan kesiap-siagaan terhadap potensi penularan Covid-19. Di sisi  lain  pemerintah tidak bisa  membiarkan  masyarakat  untuk tetap berada  di  rumah  dikarenakan  dampak ekonomi  dan  sosial  yang  akan  muncul memiliki  potensi  untuk  memperbesar angka kemiskinan dan pengangguran yang selama  penanggulangan  Covid-19 telah banyak  berdampak  kepada  masyarakat, khususnya  terhadap  peningkatan  angka kemiskinan baru dan pengangguran baru. 
Kebijakan  tatanan  normal  baru mendorong  pemerintah  daerah  untuk melakukan  aktivitas normal  sebagaimana sebelum  adanya  Covid-19  dengan penekanan kepada  kewaspadaan  terhadap penyebaran  Covid-19.  Adapun  kriteria yang  ditetapkan  yaitu:  Pertama,  adanya tingkat  penularan  Covid-19  R0  (basic reproductive  number)  dibawah  angka  1 (satu)  atau  tingkat  penularan  Covid-19 berada dibawah 1 (satu) orang.  Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi Covid-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang  digunakan  di  masing-masing daerah tersebut. Ketiga, adanya jumlah tes  yang dilakukan  terhadap  Covid-19  bagi masyarakat  yang  layak  dan  memadai disesuaikan  dengan  cakupan  jumlah penduduk  yang  ada  di  tiap-tiap  daerah (Hakim, 2020). 
Adanya  pemberian  hak  kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan tatanan  normal  baru  tersebut  diharapkan mampu menggerakan aktivitas masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi sehingga  sektor-sektor  ekonomi  baik sektor  formal  maupun  sektor  informal dapat  kembali  pulih  seperti  semula  dan dapat  berkontribusi  terhadap  upaya pencegahan  peningkatan  angka kemiskinan  dan  pengangguran  yang disebabkan oleh adanya Covid-19. 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana  menjadi  salah  satu  provinsi  yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota menyambut kebijakan tatanan normal baru yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai peluang  dalam  upaya  untuk mengembalikan  kegiatan  pemerintahan dan  kemasyarakatan  yang  terdampak Covid-19,  sehingga  secara  bertahap dapat  mengembalikan  kondisi  menjadi pulih  seperti  kondisi  sebelum  adanya wabah Covid-19. 
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat mengeluarkan  kebijakan  melalui Keputusan  Gubernur  Nomor  47  Tahun 2020  yang  pada  dasarnya  memberikan pedoman  bagi  pemerintah  Kota  dan Kabupaten  yang  berada  di  wilayah Provinsi  Jawa  Barat  untuk  dapat melaksanakan  kebijakan  PSBB  secara proporsional, kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)  mengatur bagaimana para  pemangku  kepentingan  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat untuk  mempraktekan  kegiatan  di  ruang publik  dengan  tetap  memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan dengan beradaptasi kepada kebiasaan baru yaitu  kegiatan  yang  didasarkan  kepada protokol  kesehatan  pencegahan  Covid-19. 
Kebijakan  Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)   yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat memunculkan  pertanyaan  baik  secara konseptual maupun secara empiris. Dalam tataran konseptual apakah kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)  tersebut  merupakan  kebijakan  yang memiliki  kesamaan  konsep  dengan kebijakan  tatanan  normal  baru sebagaimana  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  atau  merupakan  kebijakan yang berbeda? Dalam konteks ini, apakah makna adaptasi dilihat dari perspektif substansi kebijakan?  Pola  adaptasi  serta nilai  apa  yang  menjadi  dasar  untuk dijadikan  pedoman  dalam  mendorong masyarakat  untuk  merubah  perilaku  dan kegiatannya? 
Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)  dilihat secara empiris mengkonstruksikan  pertanyaan  yang timbul  dari  adanya  penetapan  Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)   yang  dibuat  oleh  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  upaya  dari penanggulangan  Covid-19  dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan AKB tersebut. 
Kebijakan AKB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunculkan pertanyaan baik secara konseptual maupun secara empiris. Dalam tataran konseptual apakah kebijakan AKB tersebut merupakan kebijakan yang memiliki kesamaan konsep dengan kebijakan tatanan normal baru sebagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau merupakan kebijakan yang berbeda? Dalam konteks ini, apakah makna adaptasi dilihat dari perspektif substansi kebijakan? Pola adaptasi serta nilai apa yang menjadi dasar untuk dijadikan pedoman dalam mendorong masyarakat untuk merubah perilaku dan kegiatannya? 
Kebijakan AKB dilihat secara empiris mengkonstruksikan pertanyaan yang timbul dari adanya penetapan Kebijakan AKB yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya dari penanggulangan COVID-19 dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan AKB tersebut. Berdasarkan kepada uraian di atas, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam dan rinci mengenai kebijakan AKB yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat ditinjau dalam perspektif isu dan tantangan terhadap kebijakan AKB. 
COVID-19 yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan China menyebar ke Indonesia dengan cepat, berselang satu bulan sejak kasus pertama warga negara Indonesia yang dilaporkan terinfeksi COVID-19 pada awal bulan Maret 2020, COVID-19 telah menginfeksi banyak masyarakat dan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, semenjak saat itu sampai dengan Bulan Juni dilaporkan telah ada lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan banyak diantaranya meninggal dunia (Center for Tropical Medicine UGM, 2020; Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). 
Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam daerah yang terinfeksi COVID19, bahkan sebaran kasus COVID-19 sudah merata ke seluruh kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat mengkoordinasikan para Walikota dan Bupati untuk secara bersama-sama menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah secara bersamaan. Penerapan kebijakan PSBB yang telah dilaksanakan serentak tersebut tidak mampu secara bersamaan menjadikan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat mampu mengendalikan penyebaran COVID-19. Terdapat kota dan kabupaten yang sudah masuk ke zona hijau dan biru COVID-19, namun ada juga yang masih berstatus zona kuning dan merah COVID-19. Bagi daerahdaerah yang sudah berada di zona hijau dan biru dapat melanjutkan penanggulangan COVID-19 dengan cara menerapkan pendekatan AKB yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat (Sembiring, 2020). 
Kebijakan AKB sama halnya dengan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang telah diterapkan sebelumnya memiliki implikasi apabila diterapkan oleh daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan AKB dalam proses pelaksanaannya melahirkan isu dan tantangan yang harus disikapi oleh pemerintah baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun oleh pemerintah kota/kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat agar mampu diimplementasikan secara optimal, sehingga tujuan penanggulangan COVID19 di wilayah Provinsi Jawa Barat dapat berhasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun uraian mengenai isu dan tantangan dalam Kebijakan AKB dapat dijelaskan sebagai berikut: Substansi Kebijakan AKB Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penanggulangan COVID-19 yang berlaku bagi daerah kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Pemerintah Indonesia, 2020) yang kemudian disebut dengan istilah Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan ini merupakan respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keberlanjutan upaya penanggulangan COVID-19 yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk dapat bersiap memasuki tatanan hidup baru setelah sebelumnya dilaksanakan PSBB yang diberlakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari pedoman penanggulangan COVID-19 yang disusun oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dengan kekhususan pemberlakukan untuk kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.
 
3. Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran 
Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor : 443/1587/Bpbd/2020 Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Pangandaran memberikan arahan tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol; 
2. Menggunakan masker; 
3. Menjaga jarak secara fisik (physical distancing); dan 
4. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 
Pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada sektor pariwisata: 
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar: 
a. Mengoptimalkan tugas Tim Khusus sebagai berikut: 
1) Memungut retribusi wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Memeriksa surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test yang sudah diverifikasi dan validasi oleh petugas check point dan Kartu Identitas Asli bagi wisatawan atau pengunjung lainnya yang berasal dari besar dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat; 
3) Berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat Desa atau tingkat kecamatan setempat atau Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat kabupaten; 
4) Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas. 
b. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata di Wilayah Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan: 
1) Pelaku usaha pariwisata wajib menandatangani surat pernyataan kesiapan protokol kesehatan, apabila tidak menanda tangani pernyataan maka pelaku usaha wisata tidak diperbolehkan melakukan aktifitas usaha; 
2) Pemberian pelayanan dilingkungan daya tarik wisata, kawasan wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan secara teknis diatur oleh pengelola usaha dengan memperhatikan protokol kesehatan; 
3) Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar; 
4) Pelaku usaha warung makan/restoran/cafe dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas okupansi meja atau tidak melayani makan di tempat (pesan antar) dengan Jam Operasional dari pukul 07.00 – 18.00 WIB; 
5) Hotel/restoran yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan ditutup/dihentikan sementara; 
6) Perahu pesiar atau perahu wisata digunakan maksimal 6 orang; 
7) Rental goes atau odong-odong digunakan maksimal 3 orang; 
8) Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 orang; 
9) Penggunaan ban dan boogie digunakan hanya untuk 1 orang; 
10) Olahraga air atau watersport digunakan maksimal 60% dari kapasitas normal; 
11) Wisata Bodyrafting dan snorkeling memperhatikan ketentuan physical distancing; 
12) Jetski hanya digunakan oleh 1 orang; 
13) Wisata kuda digunakan oleh 1 orang; 
14) Becak wisata digunakan oleh 1 penumpang; 
15) Semua pelaku usaha pariwisata menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut : 
a) Menggunakan masker; 
b) Menggunakan Sarung Tangan; 
c) Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan atau handsanitizer; 
d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter; 
e) Mengukur suhu tubuh (Untuk Hotel,Restoran dan Tempat Hiburan); 
f) Memperhatikan kebersihan seperti melakukan desinfektan yang dilakukan secara berkala terutama pada fasilitas umum barang-barang yang sering dipegang (minimal 4 jam sekali); 
g) Menjaga sterilisasi alat makan yang digunakan oleh wisatawan (gelas, sendok, garpu dan lainnya). 
c. Bagi Wisatawan dengan ketentuan umum sebagai berikut: 
1) Kunjungan individual, keluarga, dan rombongan; 
2) Menerapkan protokol kesehatan (jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker); 
3) Wisatawan rombongan 70% dari kapasitas tempat duduk kendaraan; 
4) Wisatawan dari wilayah Jawa Barat ketentuan umum berlaku; 
5) Wisatawan dari luar wilayah Jawa Barat berlaku ketentuan umum dan memperlihatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Test (Non Reaktif); 
6) Wisatawan yang tidak membawa surat keterangan Rapid Test diarahkan kembali ke tempat asal atau melakukan Rapid Test di lokasi yang ditentukan dengan biaya Rp. 200.000; 
7) Jika hasil Rapid Test menunjukkan reaktif diarahkan untuk putar balik ke daerah asal. 

Tindakan pemantauan/pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Muspika di wilayah destinasi wisata serta stakeholder lainnya membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Penindakan. Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain: 
a. Pemantauan, pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran; 
b. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah untuk kelanjutan kebijakan Pemerintah Daerah. 

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2020, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor : 443/1681/Bpbd/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan (AKB) Di Kabupaten Pangandaran. Surat edaran ini memuat ketentuan umum sebagai berikut: 
Adaptasi Kebiasaan Baru selanjutnya disebut AKB adalah suatu tatanan perilakuatau pola kehidupan baru produktif dan aman dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Tujuan AKB adalah agar semua aspek kehidupan dapat berjalan secara normal dan produktif dengan tetap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. 	
Selanjutnay surat edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan, diantaranya untuk sektor pariwisata dapat di paparkan sebagai berikut: 
a) Ketentuan umum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai berikut: 
a. Melakukan ouci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol; 
b. Menggunakan masker;
c. Menjaga jarak secara fisik atau cocial distanching; dan 
d. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 
b) Protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk sektor pariwisata:
a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar: 
(1) Melakukan razia penggunaan masker terhadap pengunjung dan pelaku usaha pariwisata. 
(2) Mengoptimalkan tugas Satuan Khusus Pemungut Retribusi sebagai berikut: 
(a) Memungut retribusi wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
(b) Memeriksa surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test dan Kartu ldentitas Asli bagi wisataman atau pengunjung lainnya yang berasal dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat; 
(c) Berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) tingkat Desa atau tingkat kecamatan setempat atau Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tingkat kabupaten;
(d) Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas. 
(3) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan periwisata khususnya pelaku usaha pariwisata di Wilayah Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan:
(a) Pelaku usaha pariwisata wajib menandatangani surat pemyataan kesiapan protokol kesehatan, apabila tidak menandatangani pemyataan maka pelaku usaha wisata tidak diperbolehkan melakukan aktifitas usaha;
(b) Pemberian pelayanan di lingkungan daya tarik wisata, kawasan wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan secara teknis diatur oleh pengelola usaha dengan memperhatikan protokol kesehatan; 
(c) Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar;
(d) Pelaku usaha warung makan/restoran/cafe dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas okupansi meja dengan Jam Operasional dari pukul 09.00 -21.00 WIB;
(e)  Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi berupa :
a) Sanksi administratif berupa teguran lisan maupun teguran tertulis;
b) Penghentian sementara kegiatan/usaha;
c) Penutupan kegiatan/usaha; atau
d) Pencabutan izin kegiatan/usaha.
(f) Perahu pesiar atau perahu wisata digunakan maksimal 6 orang;
(g) Rental goes atau odong-dong digunakan maksimal 3 orang;
(h) Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 0rang;
(i) Penggunaan ban dan boogie digunakan hanya untuk 1 orang;
(j) Olahraga air atau waterspot digunakan maksimal 60% dari kapasitas normal;
(k) Wisata Bodyrafting dan snorkeling memperhatikan ketentuan physical distancing:
(l) Jetski hanya digunakan oleh 1 orang;
(m) Wisata kuda digunakan oleh 1 orang;
(n) Becak wisata digunakan oleh 1 penumpang;
(o) Semua pelaku usaha pariwisata menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
(1) Menggunakan masker;
(2) Menggunakan Sarung Tangan;
(3) Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan atau handsanitizer;
(4) Menjaga jarak minimal 1,5 meter;
(5) Mengukur suhu tubuh (untuk Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan);
(6) Memperhatikan kebersihan seperti melakukan desinfektan yang dilakukan secara berkala terutama pada fasilitas umum barang-barang yang sering dipegang (minimal 4 jam sekalj);
(7) Menjaga sterilisasi alat makan yang digunakan oleh wisatawan (gelas, sendok, garpu dan lainnya).
(4) Bagi Wisatawan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Kunjungan individual, keluarga, dan rombongan;
b) Menerapkan protokol kesehatan jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker:
c) Wisatawan rombongan 70% dart kapasitas tempat duduk kendaraan;
d) Wisatawan dari luar wilayah Jawa Barat menyertakan surat Keterangan Hasil Ravid Test (Non Reaktif) / hasil Swab Test negatif;
e) Wisatawan Luar Provinsi Jawa Barat yang tidak membawa surat keterangan Rapid Test atau Swab Test diarahkan kembali ke tempat asal.

Pengenaan sanksi bagi warga masyarakat, pengunjung dan pelaku wisata agar berpedoman pada Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2020 tenfang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pomantauan/Pengawacan dan Penindakan dalam Surat Edaran ini menuat ketentuan: 
1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM serta Dinas Parivisafa dan Kebudayaan, Muspika di wilayah destinasi wisata sera stakeholder lainnya membentuk Tim Pemantauan, Pengawasan dan Penindakan.
2) Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain:
a. Melakukan razia penggunaan masker terhadap masyarakat di tempat-tempat keramaian/area publik:
b. Pemantauan. pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran;
c. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah untuk kelanjutan kebijakan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Surat Edaran jni maka Surat Edaran Nomor: 443/1587/BPBD/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyataken tidak berlaku. Surat Edaran ini beriaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 31Juli 2020, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Surat edaran di atas disempurnakan lagi oleh Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 443/1837/BPBD/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Kabupaten Pangandaran, untuk sektor pariwisata memuat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diantaranya:
a. Melakukan razia penggunaan masker terhadap pengunjung dan pelaku usaha pariwisata. 
b. Mengoptimalkan tugas Satuan Khusus Pemungut Retribusi sebagai berikut:
1) Memungut retribusi wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
2) Memeriksa Kartu ldentitas Asli bagi wisatawan atau pengunjung lainnya; 
3) Berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Corona virus disease (Covid-19) tingkat desa atau tingkat kecamatan setempat atau Satgas Penanganan Corona Virus disease (Covid-19) tingkat kabupaten; 
4) Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas.
c. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata di Wilayah Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan:
1) Pelaku usaha parrwisata wajib menandatangani surat pernyataan kesiapan protokol kesehatan, apabila tidak menandatangani pemyataan maka pelaku usaha wisata tidak diperbolehkan melakukan aktifitas usaha;
2) Pemberian pelayanan di lingkungan daya tarik wisata, kawasan wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan secara teknis diatur oleh pengelola usaha dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3) Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar; 
4) Pelaku usaha warung makan/restoran/cafe dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 50% dan. kapasitas okupansi meja dengan Jam Operasional dari pukul 09.00-21.00 WIB;
5) Tidak memberikan izin untuk membuka wisata perkotaan di ruang tertutup seperti :
a) Bioskop; 
b) Tempat Karaoke;
c) Tempat Hiburan Malam, dan
d) Tempat Pijat/Spa.
6) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7) Perahu pesiar atau peraliu wisata digunakan maksimal 6 orang;
8) Rental goes atau odongodong digunakan maksimal 3 orang; 
9) Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 Orang; 
10) Penggunaan ban dan boogie digunakan hanya untuk 1 orang; 
11) Olahraga air atau watersport digunakan maksimal 60% dari kapasitas normal;
12) Wisata Bodyrapting dan snorkeling memperhatikan ketentuan physical distancing:
13)  Jetski hanya digunakan oleh 1 orang; 
14) Wisata kuda digunakan oleh 1 orang; 
15) Becak wisata digunaken oleh 1 penumpang; 
16) Semua pelaku usaha pariwisata menggunakan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut: 
a) Menggunakan masker; 
b) Menggunakan Sarung Tangan;
c) Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan atau handsanitizer; 
d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter;
e) Mengukur suhu tubuh (untuk Hotel dan Restoran);
f) Memperhatikan kebersihan seperti melakukan disinfektan yang dilakukan secara berkala terutama pada fasilitas umum dan barang-barang yang sering dipegang (minimal 4 jam sekali); 
g) Menjaga sterilisasi alat makan yang digunakan oleh wisatawan (gelas, sendok, garpu dan lainnya). 
d. Bagi wisatawan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Kunjungan individual, keluarga, dan rombongan; 
2) Menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker; 
3) Wisatawan rombongan 70% dari kapasitas tenpat duduk kendaraan. 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dampak Covid-19 mulai dari pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin sampai dengan bantuan intensif kepada sektorsektor tertentu seperti bantuan bagi para petani dan nelayan agar di satu sisi dapat membatu para petani dan nelayan agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup, juga untuk menggerakan sektor perekonomian di bidang pertanian dan perikanan. Bantuan sosial tersebut pada dasarnya merupakan bantuan sektoral yang tidak akan berlangsung selamanya yang mana rumah tangga sasaran bantuan sosial diharapkan mampu pulih kembali ketika bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berakhir atau dihentikan. 
Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh terus dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi Covid-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Kebijakan tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi Covid-19 belum diketemukan (Gunia, 2020). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum adanya Covid-19 dengan tetap melakukan kesiap-siagaan terhadap potensi penularan Covid-19. 
Di sisi lain pemerintah tidak bisa membiarkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dikarenakan dampak ekonomi dan sosial yang akan muncul memiliki potensi untuk memperbesar angka kemiskinan dan pengangguran yang selama penanggulangan Covid-19 telah banyak berdampak kepada masyarakat, khususnya terhadap peningkatan angka kemiskinan baru dan pengangguran baru. 
Kebijakan tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas normal sebagaimana sebelum adanya Covid-19 dengan penekanan kepada kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu: Pertama, adanya tingkat penularan Covid-19 R0 (basic reproductive number) dibawah angka 1 (satu) atau tingkat penularan Covid-19 berada dibawah 1 (satu) orang. Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi Covid-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang digunakan di masingmasing daerah tersebut. Ketiga, adanya jumlah tes yang dilakukan terhadap Covid-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap daerah (Hakim, 2020). 
Adanya pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru tersebut diharapkan mampu menggerakan aktivitas masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi sehingga sektor-sektor ekonomi baik sektor formal maupun sektor informal dapat kembali pulih seperti semula dan dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh adanya Covid-19. Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang mana menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota menyambut kebijakan tatanan normal baru yang dibuat oleh pemerintah sebagai peluang dalam upaya untuk mengembalikan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdampak Covid-19, sehingga secara bertahap dapat mengembalikan kondisi menjadi pulih seperti kondisi sebelum adanya wabah Covid-19. 

2.1.4. Hasil Penelitian Relevan
Hasil penelitian yang relevan disajikan sebagai tinjauan empiris yang bertujuan memperjelas dan sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain itu penelitian relevan digunakan juga untuk bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan agar tidak ada kesan plagiasi. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Gusneli (2016), Universitas Negeri Padang.
Judul penelitiannya adalah Pengaruh Fasilitas Wisata Terhadap Kepuasan Pengunjung Ke Objek Wisata Air Terjun Bayang Sani Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini digolongkan kepada penelitian assosiatif bentuk hubungan kausal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa fasilitas wisata mempengaruhi kepuasan pengunjung ke objek wisata Air Terjun Bayang Sani sebesar 7,3%, sedangkan 92,7% diduga dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pengunjung seperti harga, lokasi, daya tarik dan citra. 
2. Ibnu Al Taufiq (2016), Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap fasilitas dan kualitas pelayanan rumah makan di pantai Drini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 4 pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kenyataan lebih rendah jika dibandingkan tingkat harapan sehingga secara keseluruhan pengunjung merasa tidak puas dengan fasilitas dan kualitas pelayanan rumah makan yang ada di pantai Drini. Berdasarkan hasil diagram kartesius fasilitas rumah makan, item yang masuk dalam prioritas utama perlu diperbaiki agar kepuasan pengunjung pada kategori tersebut dapat meningkat. Dalam kategori kualitas pelayanan, pengunjung mempermasalahkan hal yang berkaitan dengan kecepatan pelayanan, kesiapan melayani, perhatian terhadap keluhan pelanggan, informasi menu yang ditawarkan, dan kebersihan area/ lokasi tempat makan. Berdasarkan hal tersebut maka pengelola rumah makan perlu meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan rumah makan yang ada di pantai Drini. 
3. Rizky Amaliana (2014), Universitas Gadjah Mada. 
Kepuasan Wisatawan Terhadap Fasilitas Wisata Di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pantai Prigi merupakan objek wisata yang pertama kali dikembangkan oleh pemerintah daerah, ada banyak fasilitas wisata yang telah dibangun oleh pemerintah. Sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan fasilitas wisata salah satunya dilihat dari kepuasan wisatawan terkait hal tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pantai Prigi maka dilakukan penelitian dengan mengambil 100 responden yang ada di Pantai Prigi untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Hasil dari penelitian menyatakan sebanyak 63% responden tidak puas terhadap fasilitas wisata yang ada di Pantai Prigi. Selain untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan, penelitian ini juga untuk mengetahui fasilitas fasilitas mana yang sudah berjalan baik dan belum. Terdapat dua fasilitas yang menurut responden belum berjalan dengan baik, yaitu pos keamanan dan sarana kesehatan.


2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.2.1. Kerangka Pemikiran
Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, salah satunya adalah membuka lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat setempat. Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain untuk sementara waktu dengan tujuan rekreasi dan bukan untuk mencari nafkah. Jadi, tujuan utama perjalanan itu adalah berhubungan dengan pertamasyaan. Di samping itu, dari pengertian itu juga diketahui bahwa orang yang melakukan perjalanan akan melakukan aktivitas wisata dan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya. 
Pariwisata sebagai manifestasi dari modernisasi yang dapat memberikan pengaruh positif langsung terhadap lingkungan sosial ekonomi, yaitu baik penciptaan lapangan kerja dan beruasha maupun peningkatan pendapatan rumah tangga. Disamping itu pengembangan kepariwisataan dapat juga memberikan dampak negatif dan dampak positif (menguntungkan/meningkat) terhadap lingkungan sosial ekonomi. 
Adanya input berupa pengembangan pariwisata beserta unsur pendukungnya pada lingkungan kawasan pariwisata dan lingkungan sosial masyarakat yang masih alami serta masih tradisional, dengan segala produknya dan komponen-komponen dalam ekologi manusia yang merupaka instrumen input, maka secara bersama-sama akan mengalami proses transformasi. Proses transformasi tersebut akan mempengaruhi lingkungan sosial ekonomi seperti perubahan pekerjaan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja serta tingkat pendapatan. 
Strategi bersaing pada bisnis pariwisata dewasa ini mutlak menuntut perhatian penuh para pengelola jasa pariwisata dalam mengelola kepuasan maupun ketidakpuasan. Pada dasarnya skema bisnis suatu perusahaan jasa wisata adalah menciptakan kepuasan pengunjung, dengan harapan wisatawan yang terpuaskan tersebut akan loyal, sehingga mampu memberi kontribusi keuntungan perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Banyak studi membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan akan semakin meningkat loyalitas wisatawan berkunjung ke destinasi (Hermawan, 2017b; Priyanto, 2016; Ihshani, 2005). 
Sehingga secara tidak langsung berkorelasi dengan tingkat keuntungan perusahaan, ketika pengunjung puas, maka mereka akan melakukan pembelian ulang pada produk yang ditawarkan perusahaan. Namun disisi lain, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pengunjung rendah, maka terdapat kemungkinan bahwa pengunjung tersebut akan berpindah ke layanan pesaing. 
Salah satu upaya strategik dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan cara menjaga kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Tingkat kepuasan tamu diperoleh dari perbandingan pelayanan yang nyata diterima pengunjung, dengan nilai kualitas yang sebelumnya diharapkan. Sehingga asumsi umum akan belaku “Pelayanan yang baik adalah adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen” (Tjiptono, 2004). 

2.2.2. Hipotesis
Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa poin yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh positif  yang signifikan secara langsung manajemen pelayanan pariwisata terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran.
2. Terdapat pengaruh positif  yang signifikan secara langsung kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran
3. Terdapat pengaruh positif  yang signifikan secara langsung manajemen pelayanan pariwisata dan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara bersamaan terhadap kepuasan wisatawan di Kabupateen Pangandaran 
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